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Abstract 
 

Universities are no longer viewed only as institutions for education and knowledge 
production, but increasingly as drivers of social change and sustainable development. In 
Indonesia, the contribution of university research to constitutional law reform and 
governance transformation remains insufficiently defined and institutionalized. This 
article examines the role of impact-oriented universities in advancing constitutional law 
transformation through research that supports social change and sustainable innovation. 
The study employs normative legal research with a qualitative approach, based on an 
analysis of constitutional norms, higher education and research regulations, and relevant 
policy instruments. The findings show that impact-oriented university research influences 
constitutional governance by supporting evidence-based policymaking, legal and 
regulatory reform, judicial interpretation, and public participation. The article concludes 
that institutionalizing impact-oriented universities is a key factor in developing a 
responsive, democratic, and sustainability-oriented constitutional legal system in 
Indonesia. 

Keywords: Impact oriented universities; constitutional law transformation; constitutional 
governance; social change; sustainable innovation; Indonesia. 

UNIVERSITAS BERDAMPAK SEBAGAI 

PENGGERAK TRANSFORMASI HUKUM TATA 

NEGARA, PERUBAHAN SOSIAL, DAN INOVASI 

BERKELANJUTAN DI INDONESIA 

Abstrak 

 

Perguruan tinggi tidak lagi dipahami hanya sebagai lembaga pendidikan dan penghasil 

pengetahuan, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial dan pembangunan 

berkelanjutan. Di Indonesia, peran riset perguruan tinggi dalam mendukung transformasi 

hukum tata negara dan tata kelola pemerintahan masih belum terumuskan dan 

terlembagakan secara kuat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran universitas 

berdampak dalam mendorong perubahan hukum tata negara melalui kegiatan riset yang 

berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan inovasi berkelanjutan. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui 

analisis terhadap konstitusi, peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi 

dan riset, serta kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riset perguruan 

tinggi yang berorientasi dampak berkontribusi pada penguatan tata kelola konstitusional 

melalui dukungan terhadap perumusan kebijakan berbasis bukti, pembaruan hukum dan 

regulasi, pengaruh terhadap praktik penafsiran peradilan, serta peningkatan partisipasi 

publik. Artikel ini menyimpulkan bahwa pelembagaan universitas berdampak merupakan 

mailto:ahmadfh@umt.ac.id


e-ISSN: 2621-0584 

Prosiding 22nd Urecol: Seri Pendidikan, Humaniora, dan Agama 2 

 

unsur penting dalam membangun hukum tata negara yang responsif, demokratis, dan 

berorientasi pada keberlanjutan di Indonesia. 

Kata kunci: universitas berdampak; hukum tata negara; tata kelola konstitusional; 
perubahan sosial; inovasi berkelanjutan; Indonesia. 

1. Pendahuluan 
Pergeseran global menuju konsep impactful universities [1] menandai perubahan 

paradigma perguruan tinggi dari institusi yang berfokus pada pendidikan dan produksi 

pengetahuan menjadi aktor strategis dalam transformasi sosial, tata kelola pemerintahan, 

dan reformasi hukum. Dalam konteks hukum konstitusional, perkembangan ini menjadi 

semakin relevan karena konstitusi tidak lagi dipahami semata-mata sebagai norma dasar 

negara yang bersifat statis, melainkan sebagai kerangka dinamis yang harus mampu 

merespons perubahan sosial, tantangan globalisasi, tuntutan keberlanjutan, serta 

perkembangan teknologi digital. Universitas, melalui kegiatan riset dan pendidikan, 

memiliki potensi untuk menjembatani kesenjangan antara norma konstitusional dan 

praktik ketatanegaraan [2], sekaligus mendorong inovasi [3] kebijakan yang berorientasi 

pada keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan [4]. 

Di Indonesia, tuntutan terhadap peran strategis universitas dalam mendukung 

reformasi hukum konstitusional semakin menguat seiring dengan kompleksitas dinamika 

demokrasi, penguatan perlindungan hak asasi manusia, serta meningkatnya tekanan global 

terhadap standar tata kelola pemerintahan yang baik. Interaksi antara globalisasi dan 

sistem hukum konstitusional Indonesia menempatkan negara pada posisi dilematis antara 

menjaga kedaulatan konstitusional dan mengakomodasi nilai-nilai universal, khususnya 

dalam isu keberlanjutan, hak asasi manusia, dan tata kelola demokratis [5]. Dalam konteks 

ini, universitas dipandang memiliki kapasitas epistemik untuk mendukung pembaruan 

hukum konstitusional melalui riset berbasis bukti dan keterlibatan aktif dalam proses 

kebijakan publik. 

Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat kerangka konseptual dan 

institusional yang secara jelas menjelaskan bagaimana universitas dapat berkontribusi 

secara sistematis terhadap transformasi hukum konstitusional di Indonesia. Peran riset 

perguruan tinggi masih cenderung terpisah dari proses reformasi konstitusi, pembaruan 

regulasi, dan praktik tata kelola ketatanegaraan. Akibatnya, potensi universitas sebagai 

penggerak perubahan sosial dan inovasi kebijakan dalam kerangka hukum konstitusional 

belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini menimbulkan persoalan mendasar terkait 

bagaimana pengetahuan akademik dapat diterjemahkan menjadi instrumen yang efektif 

dalam mendorong hukum konstitusional yang responsif dan berorientasi pada dampak 

sosial. 

Penelitian terdahulu mengenai hukum konstitusional di Indonesia pada umumnya 

berfokus pada analisis normatif terhadap teks konstitusi, putusan pengadilan, dan desain 

kelembagaan negara. Kajian-kajian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat 

kepastian hukum dan konsistensi doktrinal, namun cenderung memposisikan hukum 

konstitusional sebagai sistem normatif yang relatif tertutup dan kurang responsif terhadap 

dinamika sosial kontemporer [6]. Di sisi lain, sejumlah penelitian di bidang tata kelola 

lingkungan dan keberlanjutan menyoroti persoalan fragmentasi regulasi dan lemahnya 

penegakan hukum, tetapi masih membahas isu tersebut secara sektoral dan belum 

mengaitkannya secara utuh dengan kerangka hukum konstitusional [7] [8]. 
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Sementara itu, kajian mengenai hukum dan transformasi digital mulai berkembang, 

khususnya dalam isu perlindungan hak digital dan kebebasan berekspresi. Namun, 

penelitian-penelitian tersebut umumnya belum mengkaji secara sistematis bagaimana 

transformasi digital seharusnya direspons melalui pembaruan hukum konstitusional 

sebagai fondasi tata kelola demokratis di era digital [9] [10]. Dengan demikian, berbagai 

studi yang ada masih terfragmentasi dan belum mengintegrasikan peran universitas, 

prinsip keberlanjutan, dan transformasi digital ke dalam satu kerangka reformasi hukum 

konstitusional yang komprehensif. 

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat celah riset yang signifikan terkait absennya 

pendekatan yang memposisikan universitas sebagai aktor non-negara yang berperan aktif 

dalam transformasi hukum konstitusional. Belum banyak penelitian yang mengkaji 

bagaimana riset perguruan tinggi yang berorientasi dampak dapat memengaruhi 

pembaruan hukum konstitusional secara substantif, baik melalui perumusan kebijakan 

berbasis bukti, reformasi regulasi, maupun penguatan partisipasi publik. Selain itu, 

integrasi prinsip keberlanjutan dan transformasi digital ke dalam pemahaman 

konstitusionalisme Indonesia masih relatif luput dari perhatian penelitian hukum 

konstitusional arus utama. 

Artikel ini mengisi celah tersebut dengan menawarkan kerangka konseptual yang 

memposisikan universitas berdampak sebagai indirect constitutional actors, yakni aktor 

non-negara yang berkontribusi pada transformasi hukum konstitusional melalui riset 

berbasis bukti, pendidikan hukum kritis, dan inovasi kebijakan. Pendekatan ini melampaui 

paradigma normatif-doktrinal dengan menempatkan universitas sebagai bagian integral 

dari ekosistem tata kelola konstitusional yang adaptif, transformatif, dan berorientasi pada 

dampak sosial. 

Bertolak dari kerangka tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran 

strategis universitas berdampak dalam mendorong transformasi hukum konstitusional di 

Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana riset 

perguruan tinggi dapat mendukung reformasi hukum konstitusional yang responsif 

terhadap perubahan sosial dan teknologi, sekaligus mendorong inovasi berkelanjutan dalam 

sektor-sektor strategis seperti tata kelola digital dan kecerdasan artifisial. Dengan 

demikian, studi ini menempatkan universitas tidak hanya sebagai produsen pengetahuan 

akademik, tetapi sebagai aktor penting dalam pembaruan hukum konstitusional dan 

pembangunan demokrasi substantif di Indonesia. 

2. Kajian Literatur dan Kerangka Teoretik 

2.1. Dari Produksi Pengetahuan menuju Universitas Berdampak 
 

Kajian kontemporer semakin mengakui bahwa universitas tidak lagi terbatas pada 

peran tradisionalnya sebagai pusat pengajaran dan produksi pengetahuan. Sebaliknya, 

universitas berkembang menjadi universitas berdampak, yaitu institusi yang diharapkan 

mampu menghasilkan dampak sosial, hukum, dan kebijakan yang nyata melalui penelitian, 

pendidikan, dan keterlibatan publik. Pergeseran paradigma ini mencerminkan transformasi 

tata kelola yang lebih luas [11], di mana perumusan kebijakan berbasis bukti, tuntutan 

keberlanjutan, dan demokrasi partisipatoris membutuhkan kontribusi aktif dari institusi 

penghasil pengetahuan [4]. 
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Literatur mengenai universitas berdampak menekankan pentingnya keterlibatan 

multidimensi, termasuk kolaborasi dengan pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor 

industri. Interaksi tersebut memosisikan universitas sebagai aktor kunci dalam ekosistem 

inovasi sekaligus sebagai mediator antara kerangka normatif dan kebutuhan masyarakat. 

Namun demikian, meskipun kajian ini telah berkembang pesat dalam bidang kebijakan 

pendidikan dan studi inovasi, implikasinya terhadap hukum tata negara dan tata kelola 

konstitusional masih relatif kurang dieksplorasi, khususnya dalam konteks non-Barat 

seperti Indonesia. 

2.2. Universitas, Transformasi Sosial, dan Tata Kelola  

 
Penelitian mengenai tata kelola pendidikan tinggi menyoroti kapasitas universitas 

dalam mendorong transformasi sosial melalui integrasi riset akademik dengan persoalan-

persoalan masyarakat. Pendekatan seperti engaged scholarship, action research, dan 

kolaborasi multi-pemangku kepentingan menegaskan potensi universitas untuk 

mempengaruhi kebijakan publik dan tata kelola demokratis [12]. Penelitian tindakan 

partisipatif, khususnya, dipandang sebagai mekanisme yang memungkinkan pengetahuan 

akademik memperoleh legitimasi sosial dan relevansi praktis [13]. 

Meskipun demikian, sebagian besar studi yang berorientasi pada tata kelola masih 

memposisikan universitas sebagai kontributor tambahan, bukan sebagai aktor yang 

memiliki signifikansi struktural dalam sistem ketatanegaraan. Fokus kajian umumnya 

tetap pada luaran kebijakan atau indikator inovasi, tanpa membahas secara mendalam 

bagaimana pengetahuan yang dihasilkan universitas membentuk norma konstitusional, 

praktik kelembagaan, atau penafsiran hak-hak fundamental. Kesenjangan ini menjadi 

semakin relevan di yurisdiksi yang tengah mengalami perubahan konstitusional yang 

berkelindan erat dengan transformasi sosial. 

 

2.3. Reformasi Hukum Tata Negara dan Keterbatasannya 
 

Arus utama kajian hukum tata negara di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan 

doktrinal dan institusional. Penelitian umumnya berfokus pada amandemen konstitusi, 

putusan peradilan, serta arsitektur lembaga negara, khususnya pasca-amandemen Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kontribusi ini berperan penting 

dalam memperkuat koherensi doktrinal dan kepastian hukum [6]. 

Namun, orientasi normativistik tersebut kerap mengabstraksikan hukum tata negara 

dari konteks sosial dan epistemiknya. Akibatnya, hukum konstitusi sering dianalisis sebagai 

sistem norma yang tertutup, bukan sebagai kerangka hidup yang dibentuk oleh dinamika 

sosial, produksi pengetahuan, dan peran aktor non-negara. Keterbatasan ini membatasi 

kemampuan kajian hukum tata negara untuk menjelaskan adaptasi norma konstitusional 

terhadap tantangan kontemporer seperti keberlanjutan, tata kelola digital, dan 

ketimpangan sosial. 

 

2.4. Keberlanjutan, Tata Kelola Lingkungan, dan Nilai-Nilai Konstitusional 

 
Sejalan dengan perkembangan hukum tata negara, muncul pula literatur yang 

membahas keberlanjutan dan tata kelola lingkungan di Indonesia. Kajian-kajian tersebut 

mengidentifikasi berbagai persoalan persisten, seperti fragmentasi regulasi, lemahnya 

penegakan hukum, dan ketidaksinambungan kelembagaan [7] [8]. Meskipun bernilai 
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penting, kajian tersebut cenderung menempatkan keberlanjutan dalam kerangka regulasi 

sektoral, bukan dalam perspektif hukum konstitusional. 

Pendekatan sektoral ini mengabaikan dimensi konstitusional keberlanjutan, seperti 

hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, keadilan antargenerasi, serta kewajiban 

negara dalam pembangunan berkelanjutan. Akibatnya, literatur yang ada belum mampu 

merumuskan bagaimana hukum konstitusi dapat berfungsi sebagai kerangka integratif bagi 

tata kelola keberlanjutan, maupun bagaimana universitas dapat berkontribusi terhadap 

integrasi tersebut melalui penelitian yang berdampak. 

 

2.5. Transformasi Digital dan Tantangan Konstitusional 
 

Kajian mutakhir mengenai hukum dan transformasi digital umumnya berfokus pada 

isu hak digital, perlindungan data pribadi, dan kebebasan berekspresi. Penelitian-penelitian 

ini mengakui dampak disruptif teknologi terhadap tata kelola demokratis dan institusi 

hukum [9] [10] [14]. Namun, transformasi digital sering diperlakukan sebagai persoalan 

regulasi atau teknologi semata, bukan sebagai tantangan konstitusional. 

Ketiadaan perspektif konstitusional membatasi kemampuan kajian tersebut dalam 

menjawab persoalan mendasar terkait legitimasi demokratis, akuntabilitas, dan redistribusi 

kekuasaan di era digital. Selain itu, peran universitas dalam membangun landasan 

epistemik bagi konstitusionalisme digital melalui riset interdisipliner dan keterlibatan 

kebijakan masih belum banyak dieksplorasi. 

 

2.6. Globalisasi, Konstitusionalisme, dan Produksi Pengetahuan 
 

Globalisasi memperluas ruang lingkup tata kelola konstitusional melalui masuknya 

norma-norma transnasional terkait hak asasi manusia, keberlanjutan, dan standar 

demokrasi. Hukum tata negara Indonesia beroperasi dalam lingkungan normatif global ini 

dengan menyeimbangkan kedaulatan konstitusional dan komitmen internasional [5]. 

Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menginternalisasi norma internasional ke 

dalam yurisprudensi nasional, meskipun tantangan struktural seperti ketimpangan dan 

keterbatasan akses keadilan masih tetap ada [15] [16] [17] [18]. 

Namun demikian, literatur yang ada jarang menelaah peran universitas sebagai 

perantara epistemik yang menerjemahkan norma global ke dalam diskursus konstitusional 

yang kontekstual. Padahal, ketergantungan pembuat kebijakan dan lembaga peradilan 

terhadap riset akademik semakin meningkat dalam menghadapi persoalan konstitusional 

yang kompleks dan lintas batas. 

2.7. Kesenjangan Riset dan Kerangka Teoritis Penelitian 
 

Tinjauan ini mengidentifikasi tiga kesenjangan utama dalam literatur. Pertama, kajian 

hukum tata negara di Indonesia masih didominasi pendekatan normatif dengan keterlibatan 

terbatas terhadap transformasi sosial dan produksi pengetahuan. Kedua, studi mengenai 

universitas berdampak dan tata kelola jarang beririsan dengan teori konstitusi, sehingga 

menghasilkan analisis yang terfragmentasi. Ketiga, isu keberlanjutan dan transformasi 

digital lebih sering dipahami sebagai persoalan sektoral atau regulatif, bukan sebagai isu 

konstitusional. 

Artikel ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengembangkan kerangka 

konseptual yang memposisikan universitas berdampak sebagai indirect constitutional 
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actors. Dalam kerangka ini, universitas mempengaruhi tata kelola konstitusional bukan 

melalui kewenangan formal, melainkan melalui riset berbasis bukti, pendidikan hukum 

kritis, dan inovasi kebijakan. Perspektif ini merekonseptualisasi hukum tata negara sebagai 

sistem dinamis yang dibentuk oleh interaksi antara institusi negara dan aktor penghasil 

pengetahuan. 

2.8. Kontribusi terhadap Literatur 
 

Dengan mengintegrasikan perspektif hukum tata negara, studi pendidikan tinggi, dan 

teori tata kelola, artikel ini memberikan tiga kontribusi utama. Pertama, memperluas kajian 

hukum tata negara dengan memasukkan peran universitas sebagai agen transformasi sosial 

dan hukum. Kedua, mereposisi keberlanjutan dan transformasi digital sebagai isu 

konstitusional yang memerlukan dukungan epistemik dari riset berdampak. Ketiga, 

menyajikan analisis yang berfokus pada Indonesia untuk memperkaya diskursus 

komparatif mengenai tata kelola konstitusional di negara demokrasi berkembang. 

Dengan demikian, artikel ini melampaui analisis doktrinal semata dan mengusulkan 

model tata kelola konstitusional yang adaptif, partisipatoris, dan berorientasi pada dampak 

sosial. Pendekatan ini menegaskan pentingnya peran strategis universitas dalam 

membentuk arah masa depan hukum tata negara dan tata kelola demokratis di Indonesia. 

3. Metode 
Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

kualitatif dan interdisipliner, yang bertujuan untuk menganalisis peran riset perguruan 

tinggi dalam mendorong transformasi hukum tata negara, perubahan sosial, dan inovasi 

berkelanjutan di Indonesia. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji norma dan 

prinsip hukum yang mengatur pendidikan tinggi, riset, dan tata kelola konstitusional, 

sedangkan pendekatan kualitatif memungkinkan pemahaman yang lebih kontekstual 

terhadap interaksi antara hukum, kebijakan publik, dan dinamika sosial [19] [20]. Sumber 

data utama penelitian ini meliputi ketentuan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya terkait mandat negara di bidang 

pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kesejahteraan sosial, serta peraturan perundang-

undangan di bidang pendidikan tinggi dan riset sebagai kerangka hukum kelembagaan 

universitas. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan dokumen kebijakan nasional dan 

internasional mengenai pembangunan berkelanjutan dan inovasi, serta karya ilmiah dan 

kerangka global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), agenda UNESCO 

tentang pendidikan tinggi, dan rekomendasi OECD mengenai tata kelola riset dan inovasi 

[21] [22] [23]. Analisis dilakukan melalui analisis hukum doktrinal untuk menafsirkan 

norma konstitusional dan peraturan perundang-undangan, yang dikombinasikan dengan 

analisis kelembagaan dan kebijakan guna memahami posisi universitas dalam ekosistem 

tata kelola konstitusional [24] [25] [26]. Untuk memperkaya argumentasi, penelitian ini juga 

menggunakan pendekatan komparatif terbatas dengan merujuk pada praktik-praktik 

terbaik internasional terkait universitas berdampak dan riset berorientasi keberlanjutan, 

sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang memiliki relevansi teoritis dan 

kebijakan secara global. 
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4. Hasil dan Pembahasan 

4.1. Landasan Konstitusional dan Tata Kelola Riset Perguruan Tinggi dalam 

Transformasi Hukum Tata Negara di Indonesia 

 
Bagian ini menyajikan hasil analisis dan pembahasan mengenai bagaimana kerangka 

konstitusional dan tata kelola riset perguruan tinggi di Indonesia beroperasi dalam praktik, 

serta implikasinya terhadap transformasi hukum tata negara. Berbeda dari paparan 

normatif, pembahasan difokuskan pada temuan analitis yang menunjukkan adanya 

ketegangan struktural antara mandat konstitusional dan realitas tata kelola pendidikan 

tinggi dan penelitian. 

Temuan pertama menunjukkan bahwa mandat konstitusional di bidang pendidikan dan 

penelitian sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 belum sepenuhnya terwujud sebagai satu sistem pendidikan nasional 

yang terpadu. Analisis terhadap praktik regulasi mengungkap bahwa proliferasi peraturan 

sektoral, distribusi kewenangan yang tumpang tindih, serta kecenderungan hiperregulasi 

telah menghasilkan fragmentasi tata kelola. Fragmentasi ini tidak hanya menciptakan 

ketidakpastian hukum, tetapi juga mencerminkan kegagalan tata kelola konstitusional 

(constitutional governance failure), di mana negara belum mampu mengonsolidasikan 

perannya sebagai penanggung jawab utama pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan 

dan penelitian. 

Temuan kedua berkaitan dengan persoalan penjaminan mutu dan akuntabilitas 

kelembagaan pendidikan tinggi. Dualisme kewenangan antara Badan Akreditasi Nasional 

Perguruan Tinggi dan Lembaga Akreditasi Mandiri menunjukkan absennya kerangka 

hukum nasional yang koheren dan seragam. Kondisi ini melahirkan disparitas standar mutu 

dan ketidaksetaraan antarperguruan tinggi, sehingga melemahkan prinsip kesatuan sistem 

pendidikan nasional. Dari perspektif hukum tata negara, situasi tersebut mencerminkan 

inkonsistensi desain kelembagaan yang berimplikasi langsung pada legitimasi 

konstitusional tata kelola pendidikan tinggi. 

Temuan ketiga memperlihatkan bahwa kebijakan otonomi perguruan tinggi dan 

transformasi kelembagaan menuju badan hukum pendidikan, meskipun dimaksudkan 

untuk meningkatkan fleksibilitas dan daya saing global, belum sepenuhnya diimbangi 

dengan penguatan mekanisme akuntabilitas konstitusional. Otonomi institusional yang 

tidak ditopang oleh koordinasi regulatif yang kuat justru berpotensi mereduksi peran negara 

sebagai constitutional guarantor atas hak pendidikan. Hal ini menegaskan bahwa 

desentralisasi dalam pendidikan tinggi, tanpa kerangka nasional yang terintegrasi, dapat 

berujung pada erosi prinsip negara kesejahteraan yang menjadi fondasi konstitusional 

Indonesia. 

Dalam konteks penelitian universitas, temuan keempat menunjukkan lemahnya 

integrasi tata kelola riset secara nasional. Ketiadaan model tata kelola penelitian yang 

terpadu berdampak pada inkonsistensi standar etika, integritas akademik, dan 

akuntabilitas kelembagaan. Dari sudut pandang konstitusional, kondisi ini 

mengindikasikan rendahnya kapasitas negara dalam menjamin penelitian sebagai barang 

publik yang mendukung pembangunan demokratis dan berkelanjutan. Penelitian 

universitas belum sepenuhnya diposisikan sebagai bagian integral dari kewajiban 

konstitusional negara, melainkan masih diperlakukan sebagai urusan administratif 

sektoral. 
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Pembahasan selanjutnya menegaskan bahwa fragmentasi tata kelola pendidikan tinggi 

dan penelitian tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan teknis regulasi, melainkan 

sebagai masalah struktural dalam desain dan praktik hukum tata negara. 

Ketidaksinkronan antara mandat konstitusional dan implementasi kebijakan 

mencerminkan lemahnya koordinasi konstitusional antarotoritas negara serta absennya visi 

terpadu mengenai peran strategis universitas dalam sistem ketatanegaraan. Dalam 

kerangka negara kesejahteraan, kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya kemampuan 

negara untuk menjadikan pendidikan dan penelitian sebagai instrumen pemerataan sosial 

dan pembangunan berkelanjutan. 

Lebih lanjut, hasil analisis menunjukkan bahwa pergeseran menuju penelitian hukum 

yang bersifat transformatif merupakan respons normatif terhadap dinamika konstitusional 

pasca-amandemen UUD 1945. Penguatan prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan 

perlindungan hak asasi manusia menuntut penelitian hukum untuk melampaui pendekatan 

doktrinal dan mengintegrasikan dimensi sosial, institusional, dan praksis. Dalam konteks 

ini, universitas berperan sebagai penyedia kapasitas epistemik bagi negara, yang 

memungkinkan hukum konstitusional dipahami sebagai sistem yang dinamis dan adaptif. 

Dari perspektif tata kelola konstitusional, temuan kelima menegaskan bahwa 

universitas memiliki posisi strategis sebagai indirect constitutional actors. Melalui riset 

berbasis bukti, pendidikan hukum kritis, dan keterlibatan dalam proses kebijakan, 

universitas berkontribusi pada pembentukan regulasi, reformasi hukum, serta penafsiran 

konstitusional yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Peran ini 

memperkuat legitimasi demokratis dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan 

publik, khususnya dalam isu-isu strategis seperti keberlanjutan, tata kelola digital, dan 

kecerdasan artifisial. 

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa transformasi 

hukum tata negara di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pendidikan 

tinggi dan penelitian universitas. Penguatan peran universitas berdampak mensyaratkan 

rekonstruksi kerangka hukum yang mampu menyeimbangkan otonomi institusional dengan 

akuntabilitas konstitusional, serta menyatukan fragmentasi regulasi dalam satu visi sistem 

pendidikan nasional terpadu. Dengan demikian, universitas tidak hanya berfungsi sebagai 

produsen pengetahuan, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam pembaruan hukum tata 

negara dan penguatan demokrasi konstitusional yang berkelanjutan. 

4.2. Universitas Berdampak dalam Tata Kelola Konstitusional 

 

Universitas memiliki posisi strategis dalam penguatan demokrasi konstitusional 

dengan berfungsi sebagai aktor epistemik yang menjembatani pengetahuan akademik, 

partisipasi publik, dan proses pengambilan keputusan konstitusional. Analisis dalam artikel 

ini menunjukkan bahwa universitas tidak lagi sekadar berperan sebagai institusi 

pendidikan dan produksi pengetahuan, melainkan sebagai agen perubahan sosial yang 

berkontribusi langsung terhadap kualitas tata kelola konstitusional melalui pendidikan, 

penelitian, dan keterlibatan masyarakat. Melalui fungsi-fungsi tersebut, universitas 

mendorong kesejahteraan sosial, meningkatkan kualitas keterlibatan warga negara, serta 

memastikan bahwa praktik demokrasi didukung oleh basis akademik yang kritis dan 

reflektif [4]. 

Dalam konteks Indonesia, relevansi peran universitas sebagai penggerak tata kelola 

konstitusional semakin menguat seiring dengan perkembangan hukum konstitusional, 

khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan 
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partisipasi publik yang bermakna sebagai elemen substantif negara demokrasi. Putusan ini 

merefleksikan pergeseran paradigma pembentukan hukum dari pendekatan prosedural 

menuju model deliberatif yang menempatkan warga negara sebagai subjek aktif dalam 

perumusan dan evaluasi kebijakan publik [27] [28]. Dalam kerangka ini, universitas 

berfungsi sebagai ruang deliberasi publik berbasis pengetahuan, yang memperkuat kualitas 

partisipasi melalui kajian ilmiah, advokasi kebijakan berbasis riset, dan penguatan 

kapasitas masyarakat untuk terlibat secara substantif dalam proses konstitusional. 

Temuan analitis artikel ini juga menunjukkan bahwa kolaborasi antara universitas dan 

pemerintah merupakan faktor penting dalam pengembangan inovasi demokratis dan tata 

kelola partisipatif. Sinergi akademik, pemerintah memungkinkan pemanfaatan keahlian 

ilmiah untuk menciptakan ruang eksperimentasi kebijakan dan pembaruan hukum yang 

lebih adaptif terhadap dinamika sosial [29]. Dalam praktiknya, penelitian berdampak sosial, 

terutama penelitian aksi partisipatif memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan 

universitas memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan masyarakat dan proses 

kebijakan publik [13]. Namun demikian, keberlanjutan kontribusi ini sangat bergantung 

pada konsistensi komitmen institusi negara dalam mengadopsi kerangka partisipatif serta 

kapasitas universitas untuk menjaga keterlibatan jangka panjang dengan para pemangku 

kepentingan. 

Selain berkontribusi pada proses kebijakan, universitas memainkan peran kunci dalam 

membangun dan memperkuat budaya konstitusional serta literasi hukum masyarakat. 

Melalui fungsi pendidikan dan keterlibatan sosial, universitas berperan sebagai pusat 

produksi dan diseminasi pengetahuan konstitusional yang mendorong pemahaman publik 

mengenai hak dan kewajiban warga negara. Upaya ini berkontribusi pada peningkatan 

kesadaran hukum dan kualitas partisipasi warga dalam tata kelola konstitusional [30]. 

Dengan pendekatan akademik yang sistematis, universitas tidak hanya mentransmisikan 

norma hukum, tetapi juga menumbuhkan sikap kritis terhadap praktik ketatanegaraan dan 

perlindungan hak asasi manusia. 

Dalam ranah pendidikan formal, universitas mengimplementasikan program 

pendidikan kewarganegaraan yang menekankan nilai keadilan, supremasi hukum, dan 

penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian integral dari kerangka 

konstitusional. Keberadaan pusat-pusat pendidikan Pancasila dan konstitusi memperkuat 

peran ini melalui kurikulum dan program edukatif yang terstruktur, sehingga membentuk 

warga negara dengan literasi konstitusional yang memadai [31]. Temuan ini menegaskan 

bahwa universitas berkontribusi tidak hanya pada pemahaman konstitusi sebagai teks 

hukum, tetapi juga sebagai pedoman normatif dalam kehidupan bernegara. 

Di luar ranah pendidikan, keterlibatan universitas melalui penelitian partisipatif 

berbasis masyarakat dan program service learning memperluas internalisasi nilai-nilai 

konstitusional dalam praktik sosial. Pendekatan ini memungkinkan universitas merespons 

persoalan lokal sekaligus menumbuhkan tanggung jawab sipil dan solidaritas sosial, 

sehingga memperkuat relasi antara warga negara dan negara dalam kerangka demokrasi 

konstitusional [4]. Lebih jauh, universitas juga berperan sebagai pusat inovasi dan 

kewirausahaan sosial yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan memperkuat 

dimensi sosial dari tata kelola konstitusional [4]. 

Analisis ini juga menunjukkan bahwa kontribusi universitas terhadap tata kelola 

konstitusional tidak terbatas pada institusi peradilan formal. Melalui produksi wacana 

akademik, advokasi kebijakan, dan pengaruh normatif terhadap praktik sosial, universitas 

turut membentuk dinamika hubungan antara negara dan warga negara dalam jangka 
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panjang [32]. Namun demikian, efektivitas peran ini masih dihadapkan pada tantangan 

struktural berupa ketimpangan literasi konstitusional di masyarakat, yang berpotensi 

membatasi partisipasi publik yang bermakna dalam demokrasi konstitusional [33]. Kondisi 

ini menegaskan perlunya penguatan peran universitas secara berkelanjutan dan inklusif. 

Dalam dimensi keberlanjutan, universitas semakin diakui sebagai aktor strategis 

dalam mendorong inovasi berkelanjutan dan penguatan tata kelola hijau. Melalui 

pemanfaatan kapasitas riset, pendidikan, dan keterlibatan masyarakat, universitas 

berkontribusi dalam merespons persoalan sosial dan lingkungan di tingkat lokal sekaligus 

menumbuhkan tanggung jawab kewargaan yang berorientasi pada keberlanjutan 

(Chaudhary et al., 2025). Peran ini diperkuat melalui dukungan terhadap kewirausahaan 

dan inovasi berkelanjutan yang selaras dengan prinsip environmental, social, and 

governance (ESG), sehingga memperkuat fondasi ekonomi hijau pada tingkat regional dan 

nasional [34]. 

Pada tataran tata kelola pendidikan tinggi, kepemimpinan transformatif di universitas 

berperan penting dalam mengintegrasikan tujuan keberlanjutan dan dampak sosial ke 

dalam strategi kelembagaan. Pendekatan ini memperluas fungsi universitas sebagai agen 

perubahan yang tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga merumuskan pedoman 

dan instrumen kebijakan untuk mendukung tata kelola berkelanjutan [35]. Melalui 

kepemimpinan yang visioner, universitas mampu menjembatani pengetahuan akademik 

dengan kebutuhan praktis masyarakat dan pembuat kebijakan. 

Lebih lanjut, kontribusi universitas terhadap ekonomi hijau tercermin dalam kegiatan 

penelitian dan pengembangan yang berfokus pada inovasi lingkungan dan kewirausahaan 

ramah lingkungan. Keterlibatan ini mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (SDGs) sekaligus memperkuat ekosistem sosial dan ekonomi yang 

berkelanjutan (Farias, 2025). Pada saat yang sama, universitas berfungsi sebagai motor 

inovasi sosial dengan menantang dan mentransformasi struktur sosial yang 

mempertahankan praktik-praktik tidak berkelanjutan [36]. 

Meskipun demikian, analisis ini menegaskan adanya keterbatasan dalam 

mengintegrasikan kontribusi universitas secara menyeluruh ke dalam kerangka tata kelola 

konstitusional yang lebih luas. Fragmentasi kebijakan, keterbatasan kapasitas 

institusional, serta ketergantungan pada komitmen negara masih menjadi tantangan 

utama, khususnya di negara-negara berkembang [37]. Oleh karena itu, penguatan 

kolaborasi lintas sektor, konsistensi kebijakan publik, dan pengembangan kerangka kerja 

yang kontekstual menjadi prasyarat untuk memaksimalkan peran universitas sebagai 

penggerak perubahan sosial, inovasi berkelanjutan, dan konsolidasi tata kelola 

konstitusional yang demokratis. 

Bahwa universitas memiliki peran strategis sebagai aktor epistemik dan agen 

perubahan dalam penguatan tata kelola konstitusional, demokrasi deliberatif, dan 

pembangunan berkelanjutan. Melalui fungsi pendidikan, penelitian, dan keterlibatan 

masyarakat, universitas tidak hanya meningkatkan literasi konstitusional dan kualitas 

partisipasi publik, tetapi juga berkontribusi pada inovasi kebijakan, pembaruan hukum, 

serta penguatan budaya konstitusional yang berorientasi pada keadilan, hak asasi manusia, 

dan keberlanjutan. Dalam konteks Indonesia, peran ini semakin relevan seiring dengan 

penguatan prinsip partisipasi publik yang bermakna dan kebutuhan akan tata kelola yang 

responsif terhadap dinamika sosial, lingkungan, dan teknologi. Namun demikian, efektivitas 

kontribusi universitas masih bergantung pada konsistensi kebijakan negara, kapasitas 

kelembagaan, serta sinergi lintas sektor yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan 
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kerangka tata kelola yang inklusif dan terintegrasi menjadi prasyarat penting untuk 

memaksimalkan peran universitas sebagai pilar demokrasi konstitusional dan motor inovasi 

sosial yang berdampak. 

5. Kesimpulan 
Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kerangka 

konstitusional dan tata kelola riset perguruan tinggi di Indonesia masih menghadapi 

persoalan struktural yang ditandai oleh fragmentasi regulasi, inkonsistensi kelembagaan, 

dan lemahnya integrasi kebijakan, sehingga mandat Pasal 31 UUD 1945 belum terwujud 

secara optimal dalam satu sistem pendidikan dan penelitian nasional yang terpadu. Kondisi 

ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas mutu, tetapi juga 

merefleksikan kegagalan tata kelola konstitusional dalam menjamin pendidikan dan 

penelitian sebagai hak dan barang publik. Oleh karena itu, transformasi hukum tata negara 

mensyaratkan rekonstruksi tata kelola pendidikan tinggi dan riset yang menyeimbangkan 

otonomi institusional dengan akuntabilitas konstitusional, sekaligus menegaskan peran 

strategis universitas sebagai aktor konstitusional tidak langsung dalam memperkuat 

demokrasi, supremasi hukum, dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 
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